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PERATURAN DAERAH  KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 

 
NOMOR 3 TAHUN 2012 

 
TENTANG 

 
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 
NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI 

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BRIGJEND. H. HASAN BASRY KANDANGAN  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 
 
Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend. H. Hasan 

Basry Kandangan sekarang sudah berbentuk Badan 
Layanan Umum Daerah maka dalam pengelolaan 

keuangannya termasuk tarif pelayanan berdasarkan pada 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah 
tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu 

Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi 
Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah 
Brigjend H. Hasan Basry Kandangan; 

 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1820);                                   

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 
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5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah beberapakali, terakhir dengan  Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan  Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);    

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomr 4578), 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis 
Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan  
Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
153); 
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15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 
26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan Nomor 110; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 

Tahun 2010 tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan   Nomor 5); 

 
  
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 

dan 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI 

SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG 
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH 
SAKIT UMUM DAERAH BRIGJEND H. HASAN BASRY 

KANDANGAN 
 

 
Pasal 1 

 
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2009 
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah 

Brigjend H. Hasan Basry Kandangan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Selatan Tahun 2009 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Hulu Sungai Selatan Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 

Pasal 2 
 

Dengan dicabutnya Peraturan Daerah ini maka Tarif Layanan di Badan 

Layanan Umum Daerah  Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H.Hasan Basry 
Kandangan diatur dengan Peraturan Bupati. 
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Pasal 3 
 

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 

Sungai Selatan. 
 
      Ditetapkan di Kandangan 

      pada tanggal 19 Desember 2011 
 

      BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 
 

   
 

    TTD 

 
                MUHAMMAD SAFI’I 

 
Diundangkan di Kandangan 

pada tanggal 1 Maret 2012 
 
   SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, 
 

 
      TTD 

  
      ACHMAD FIKRY  
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 

TAHUN 2012 NOMOR 3 
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PENJELASAN  
 

ATAS 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 
 

NOMOR 3 TAHUN   2012 

 
TENTANG 

 
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 

NOMOR  5  TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN 
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BRIGJEND H. HASAN BASRY 

KANDANGAN 

 
 

I. UMUM 
  

Dengan di berlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengisyaratkan adanya 
penyesuaian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di yang di atur dalam 

Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota  dengan Undang-Undang 
itu,maka Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 

2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah 
Brigjend H.Hasan Basry Kandangan  di anggap tidak sesuai dengan Undang-

Undang di maksud. 

Rumah Sakit Umum Daerah H.Hasan Basry Kandangan yang saat ini 
berstatus Badan Layanan Umum Daerah  dalam menetapkan Tarif Layanan 

berpedoman pada Pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 
2007 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

Daerah. 

                  

                   
II. PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal 1 
  Cukup Jelas 

 
Pasal 2 

  Cukup Jelas 
 
Pasal 3 

      Cukup Jelas 
 

    
 

 
 
 

 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH  

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 
      NOMOR    3 1111       


